BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis
maka dapat dirumuskan sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang
termuat pada Bab | penulisan ini yaitu:

1. Aturan mengenai pembubaran partai politik terdapat dalam beberapa
peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai
Politik. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa pihak yang dapat
mengajukan pembubaran partai politik adalah Pemerintah Pusat. Alasan yang
dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai dasar pembubaran partai
politik antara lain adalah kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-
undangan, kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, serta penyebaran ajaran komunisme/Marxisme
Leninisme. Berdasarkan analisis politik hukum terhadap pasal-pasal tersebut,
penulis menemukan mengapa hanya Pemerintah yang memiliki kewenangan
untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik karena Pemerintah
memiliki kekuasaan administratif untuk mengajukan pembubaran partai

politik. Kewenangan ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban,
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serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain untuk berserikat dan berkumpul. Alasan pembubaran partai politik
digunakan untuk melindungi demokrasi, konstitusi, kedaulatan negara, dan
ideologi negara.

Prosedur pembubaran partai politik di Indonesia nyatanya belum
mencerminkan prinsip negara hukum sebagaimana yang dihayati dalam UUD
NRI 1945 argumentasi tersebut didukung dengan fakta bahwa pengaturan
pembubaran partai politik Indonesia menghiraukan nilai-nilai Hak Asasi
Manusia salah satunya hak persamaan di depan hukum. Dari hasil uraian pada
bab sebelumnya agar dapat mencerminkan prosedur yang berprinsipkan
negara hukum perlu adanya keterlibatan warga negara dalam melakukan
pengawasan terhadap partai politik. Pengawasan yang dilakukan oleh warga
negara bukan menjadi pemohon tapi dapat dilakukan melalui proses
pengaduan masyarakat yang difasilitasi olen Kementerian Dalam Negeri.
Agar lebih mencerminkan prinsip negara hukum, pengenaan kesalahan tidak
lagi diserahkan kepada partai politik akan tetapi juga kepada para
pengurusnya apabila pengurusnya telah terbukti secara menyakinkan
bertindak untuk dan atas nama partai politik. Perlu adanya keterlibatan Dewan
Pertimbangan Presiden dalam menafsirkan frasa “kegiatan yang
membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia”. Selanjutnya perlu adanya perincian pada frasa “kegiatan yang
bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan”. Tidak hanya sampai situ
hukum acara pembubaran partai politik juga harus ditetapkan dalam Undang-

Undang sebagai wujud pelaksanaan dari UUD NRI 1945
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5.2 Saran

Dilandaskan kepada penjelasan dalam penulisan ini serta kesimpulan.

berikut saran yang akan diberikan:

1.

Bagi Pemerintah perlu dibentuknya undang-undang hukum acara pembubaran
partai politik. Lebih lanjutnya perlu adanya pembaharuan terkait dengan
proses pembubaran partai politik. Pembaharuan tersebut ada pada legal
standing pemohon pembubaran partai politik dan alasan pembubaran partai
politik. Legal standing pemohon pembubaran partai politik tetap ada pada di
Pemerintah Pusat akan tetapi warga negara dapat berpartisipasi melalui
pengaduan masyarakat yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Perlu adanya penegasan pada Pasal 40 ayat (2) bahwa partai politik dapat
dibubarkan apabiula pengurusnya secara sah dan menyakinkan bertindak
untuk dan atas nama partai politik. Perubahan pasal 40 ayat (2) huruf a frasa
“peraturan perundang-undangan” haruslah diperinci dengan merujuk suatu
undang-undang tertentu. Perubahan Pasal 40 ayat (2) huruf b penafsiran
terhadap kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia harus melalui pertimbangan Dewan
Pertimbangan Presiden

Pengaturan yang berkaitan dengan hukum acara pembubaran partai politik

harus ditetapkan dalam Undang-Undang.
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